BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 2 .TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN
HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

3.

“ut Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
“Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
‘sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

BUPATI BENGKULU UTARA,

bahwa adanya perubahan aturan tentang tata cara
pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta
kekayaan penyelenggara negara, sehingga diperlukan
penyesuaian;

bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor
07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bengkulu Utara tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Sipil Negare. di Lirglkangan Pemerintah
Kabupaten Bengkulu Utara;

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidane Korapsi (Lembaran Negara

w20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang



Memperhatikan

10.

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Menteri Dalam Negeri NMomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara
Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-
08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan
Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Setelah Diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara;



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun
2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 78), diubah
sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan
ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5) sehingga
Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) kepada KPK yaitu pada saat :

a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara atau
menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) pada saat pertama kali menjabat;

b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara atau
menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) setelah berakhirnya mas; Jabatan atau pensiun;

c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai
penyelenggara negara atau menduduki jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan
terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan

kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara

- -—-——— atau menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 ayat (2).



(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Penyampaian LHKPN selama menjabat sebagai Penyelenggara
Negara atau menduduki jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2), dilakukan secara periodik setiap 1
(satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak
tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31
Maret Tahun berikutnya.

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) menggunakan standar formulir sebagaimana diatur
dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 5

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat
disampaikan langsung kepada KPK atau melalui media lain
yang ditentukan oleh KPK atau melalui Tim Pengelola LHKPN
dan LHKASN dengan dilampiri foto copy akta/bukti/surat
kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki.

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) apabila
disampaikan langsung kepada KPK, maka copy bukti
penyampaian LHKPN wajib disampaikan kepada Sekretariat
Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN.

Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN tidak diperkenankan
membuka dokumen LHKPN yang disampaikan kepada Tim
Pengelola LHKPN dan LHKASN.

: 3 _v Ketentuan Pasal 6 dihapus.




Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Bengkulu utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 8 Apn\ Qo013

UPATI BENGKULU UTARA, 4/

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal @ Mn\ 20}

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2017 NOMOR \3



